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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAYANAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN
LANGKAT

AZHA DINI WAROFAH
1703100009

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan
pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat. Sesuai dengan Surat Edaran No 15 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran
corona virus disease (covid-19). jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
wawancara dengan informan sebanyak lima (5) orang yang dianggap dapat
menjawab pertanyaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
pelayanan pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat sudah baik dilihat dari teori implementasi kebijakan
yang dikemukakan oleh George C. Edward Il yaitu : Komunikasi dalam
pemberian informasi ke sekolah-sekolah mengenai pembelajaran daring sudah
dilaksanakan dengan baik dengan memberikan pemahaman bahaya covid melalui
zoom meeting atau melalui google meet, memberitahukan pentingnya penerapan
prokes yang ketat dimanapun terkhusus di sekolah; Sumber daya, dinas
pendidikan memberdayakan sumber daya dengan menginstruksikan anggotanya
ke sekolah-sekolah tentang pembelajaran daring yang diterapkan, dinas
Pendidikan dalam memberikan informasi secara menyeluruh ke pihak sekolah
terkait pembelajaran daring informasi diberikan melalui pengawas sekolah,
melanjutkan informasi tersebut ke sekolah melalui grup WA, zoom meeting atau
google meet; Disposisi, Dinas pendidikan dalam mengawasi pembelajaran daring
di sekolah agar sesuai dengan tujuan pendidikan serta di laksanakannya evaluasi,
memantau pembelajaran daring dengan memberikan wewenang kepada pengawas
sekolah untuk memonitoring pembelajaran daring yang dilaksanakan; Struktur
Birokrasi, pembagian wewenang dengan memberikan tugas untuk penerapan
covid 19 di sekolah-sekolah, dan sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih
kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi.

Kata kunci : Implementasi, Layanan Pendidikan, Covid-19
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sistem dan tata cara meningkatkan kualitas hidup
seseorang pada semua aspek kehidupannya di dunia. Pendidikan memiliki nilai
yang sangat strategis dan penting dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan
saat ini berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Pendidikan di
Indonesia diatur dalam Undang Undang No0.20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sistem
yang terencana dengan situasi kondusif berperan dalam membentuk suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang baik,
karena kualitas sumber daya manusia merupakan hal utama terwujudnya
Indonesia Emas 2045, yang adil, sejahtera, aman dan damai, serta maju dan
mendunia. Seperti tujuan pendidikan yang sudah dituangkan dalam Undang
Undang 20 Sisdiknas 2003, yaitu disebutkan bahwa pada pendidikan bertujuan
untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap
perkembangan peserta didik (Depdiknas 2003:11). Dengan demikian tujuan
pendidikan juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan

Zaman.



Seiring berjalannya waktu, pendidikan mengalami pergantian sesuai
kondisi dan zaman, misalnya terkendala dua persoalan mendasar, yakni soal
akses dan kualitas pendidikan. Kewajiban dalam pemenuhan kualitas Pendidikan
Nasional harus dilaksanakan meskipun berbagai macam situasi yang ada. Situasi
yang terjadi saat ini, yaitu pandemi covid-19 yang telah memberikan banyak
persoalan yang menyangkut keberlangsungan dan kualitas pendidikan itu sendiri.
Pandemi Covid 19 telah merubah banyak kebiasaan masyarakat yakni, menjauhi
kerumunan, menjaga jarak sehingga dapat memutus mata rantai virus. Hal ini
berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilakukan melalui

sistem belajar daring (dalam jaringan).

Pemerintah kemudian menerbitkan Surat Edaran No 15 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (Covid-19). dengan berlandaskan hukum Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan yang berisi Tujuan, Prinsip, Metode dan Media Belajar dari Rumah
serta panduan pelaksanaan kegiatannya. Surat edaran no 15 tahun 2020 ini juga
berisi anjuran penetapan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh
daring dan/atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan
Belajar dari Rumah. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari
pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak
peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19,
melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah
penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan

pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dijelaskan peraturan tersebut ialah
pengaturan kewenangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan
agar proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional, dan adanya kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada
program pembelajaran dalam jalur, jenjang,dan jenis pendidikan agar proses

pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Saat ini, penyelenggaraan pembelajaran dari rumah juga tercantum dalam
Surat Edaran Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang
pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berisi anjuran penetapan belajar dari
rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh dimana terlaksananya
pembelajaran dalam jaringan (daring), dan pembelajaran luar jaringan (luring).
Kemudian, untuk metode pembelajaran jarak jauh secara luring, warga satuan
pendidikan khususnya peserta didik dapat memanfaatkan berbagai layanan yang
disediakan oleh Kemendikbud antara lain program belajar dari rumah melalui
TVRI, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak serta alat

peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Perubahan sistem pembelajaran yang tadinya didominasi oleh
pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan
(daring) di semua level pendidikan. Untuk mencegah penularan covid-19,
kebijakan pelaksanaan belajar dari rumah dilaksanakan dengan Pembelajaran

Jarak Jauh (PJJ) yang terbagi menjadi 2 (dua) pembelajaran jarak jauh dalam



jaringan (daring) dan pembelajaran jarak luar jaringan (luring). Dalam
pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring maupun
luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana
prasarananya. Sumber belajar yang digunakan pembelajaran jarak jauh apabila
menggunakan metode luring maka diperlukan kesedian tempat dan waktu, dan
apabila yang digunakan metode daring maka kita dapat menggunakan handphone
atau gadget maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran

daring.

Fenomena yang tampak adalah, kesulitan siswa dalam pembelajaran
daring dikarnakan terbatasnya alat untuk mengakses pembelajaran seperti gawai
(gadget), belum memahami cara penggunaan daring yang efektif, serta

keterbatasan akses jaringan bagi masyarakat yang kebanyakan tinggal di pelosok.

Banyak daerah pelosok yang tidak ada ketersediaan jaringan yang
memadai sehingga tidak dapat mengakses internet, jikapun ada harus
menggunakan jaringan stabil maka kelancaran koneksi yang diperlukan dan
kuota yang diberikan oleh sekolah terbatas serta tidak mencukupi dalam akses
pembelajaran. Karena situasi yang darurat pandemi Covid 19, maka belum
maksimal nya sosialisasi mengenai pembelajaran daring yang dilaksanakan, baik
itu ke Guru, Siswa bahkan orang tua. Hal ini merupakan problema dimana
diketahui bahwa tingkat ekonomi masyarakat semenjak pandemi kian menurun.
Dengan banyaknya tuntutan yang harus disediakan oleh siswa untuk mengikuti
proses pelaksanaan belajar di masa pandemi mengakibatkan perubahan pada
aspek kehidupan dimana terjadinya kekhawatiran pada sebagian anak-anak yang

terancam putus sekolah sebab keadaan yang tidak mendukung.



Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Hilna (2020) yaitu
selama pembelajaran daring berlangsung banyak orang tua yang mengeluhkan
beberapa masalah yang dihadapi selama peserta didik belajar dirumah,
diantaranya terlalu banyak tugas yang diberikan dan guru yang belum
mengoptimalkan teknologi. Keterbatasan kuota internet atau paket internet atau
wifiyang menjadi penghubung dalam pembelajaran daring serta adanya ganguan

dari beberapa hal lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi
Pelaku Pelayanan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan

Padang Tualang Kabupaten Langkat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan di latar belakang, maka
dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi
pelayanan pendidikan pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Padang

Tualang Kabupaten Langkat.?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi oleh
pelayanan pendidikan masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat.

1.3.2 Manfaat Penelitian



Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara akademis penelitian ini di harapkan dapat menjadi wahana
pengetahuan khusus nya dalam bidang Ilmu administrasi Publik, bagi
lokasi terkait supaya dapat menjadi landasan untuk memperbaiki diri, dan
agar biasa menjadi salah satu refrensi serta bahan perbandingan untuk
peneliti selanjutnya.

b. Manfaat praktis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan
keilmuan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah
diperoleh selama perkuliahan melalui karya ilmiah, sebagai suatu masukan

yang positif bagi pelaku pelayanan pendidikan yang terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten
agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis,
Penelitian ini disajikan dalam urutan bab sebagai berikut:
1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang mulainya penelitian ini, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan
2. Bab II: Uraian Teoritis

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel dan juga
konsep dasar permasalahan dari latar belakang. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu kebijakan public dan pelayanan pendidikan.

3. Bab Il1: Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian



Bab ini meupakan penjelasan dari metode penelitian, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi,
informan, lokasi penelitian.

4. Bab IV: Hasil dan Pembahasan
Bab ini berisikan uraian hasil dan pembahasan penelitian.

5. Bab V: Kesimpulan dan Saran



BAB 11

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Dalam kamus bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang
berarti pandai, mahir. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan
dalam suatu rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam
pemerintahan atau organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau
maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Kebijaksanaan diartikan sebagai kepandaian menggunakan akal budi berdasarkan
pengalaman dan pengetahuan atau kecakapan bertindak apabila menghadapi
kesulitan.

Menurut Thoha (2006:56), dalam arti luas kebijakan mempunyai dua
aspek pokok yaitu:

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, bukan event yang tunggal atau
terisolir. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian
dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan
masyarakat.Praktika sosial merupakan persoalan atau problema
masyarakat, problema ini kemudian dijadikan isu.lsu inilah yang
selanjutnya dapat menjadi kebijakan.Oleh karena itu, kebijakan tumbuh
dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam suatu praktika dari

masyarakat.



2. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan untuk mendamaikan
“claim” dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan “incentive”
bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan tetapi
mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.
Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, usaha untuk
mengatasinya antara lain melalui pengambilan kebijakan. Selain itu, jika
terjadi beberapa pihak yang bersama-sama ikut menentukan tujuan yang
ingin dicapai bersama tetapi dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang
mendapatkan pelakuan yang tidak sama dan rasional, suatu tindakan yang
berupa pengambilan kebijakan yang dapat mendorong agar terciptanya
situasi yang rasional.

Berdasarkan dua aspek pokok tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam
suatu kebijakan terdapat tindakan yang dilatarbelakangi oleh isu yang terjadi
dalam masyarakat.Kebijakan tersebut dapat berbentuk suatu usaha yang
kompleks dan dilakukan untuk kepentingan masyarakat.Sebuah kebijakan
bertujuan untuk mengatasi persoalan atau konflik sehingga terwujudnya suatu
keadaan yang diinginkan.Pada Intinya kebijakan berfokus kepada kepentingan
masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya.

Dye (dalam Wahab, 2016:14), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Is
whatever government choose to do or not to do” dengan kata lain, kebijakan
publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan. Melalui pengertian ini dijelaskan bahwa pusat dari kebijakan
publik tidak hanya berfokus kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah,

melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.



Tindakan yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan memberikan pengaruh dan
dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah,
sehingga dapat dinyatakan bahwa apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Tindakan ini tentunya sudah
dipertimbangkan sebelumnya karena ada tujuan yang ingin dicapai sehingga
setiap hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dapat
mempengaruhi keadaan ataupun situasi yang sedang terjadi. Pada sisi lain, Easton
(dalam Suaib, 2016:xvi), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah:

“The authoritative allocation of value for the whole society but it turns out that

only the government can authoritative act on the whole society, and everything
the government chooses to do or not to do results in the allocation of values”.

Dengan kata lain, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara
sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Kebijakan publik merupakan alokasi nilai
yang obyektif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang
dapat berbuat secara otoritarif untuk seluruh masyarakat dan semuanya yang
dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah
hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. Melalui pernyataan di atas, dapat dinyatakan
bahwa pada hakikatnya pemerintan merupakan pihak yang memiliki otoritas
penuh atas pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah
yang akan memutuskan apakah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Senada dengan Easton, Edward Il & Sharkanky (dalam Suntoro & Hariri,
2015:4), mengartikan kebijakan publik sebagai...is what governments say and
do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs....” dengan
kata lain, kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak

dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau program-
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program pemerintah. Melalui pengertian yang dikemukakan oleh Edward 11l &
Sharkanky di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik dapat ditetapkan
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-
pidato pejabat teras pemerintah ataupun dapat berupa program-program dan
tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.Ketika pemerintah memutuskan
untuk melakukan, menyatakan dan tidak melakukan sesuatu, maka itu termasuk
kebijakan publik.Sementara itu, Anderson (dalam Suntoro & Hariri, 2015:4),
menyatakan “Public policies are those policies developed by government bodies
and officials” dengan kata lain, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan
yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik di atas, dapat
dinyatakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah.Tindakan terebut dilakukan berdasarkan keputusan yang telah
dipertimbangkan sebelumnya, baik itu dengan mempertimbangkan dampak dan
seberapa jauh tindakan itu dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan-
persoalan, permasalahan maupun menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam
masyarakat.Keputusan tersebut dapat berupa tindakan, pernyataan, maupun
program-program pemerintah yang dilakukan untuk masyarakat sehingga
tercapai keadaan atau tujuan yang diinginkan.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas perlu diketahui bahwa
kebijakan adalah keputusan, akan tetapi tidak semua keputusan merupakan
kebijakan. Tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri khas suatu kebijakan maka

akan sulit untuk membedakan kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi
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pemerintahan. Wahab (dalam Suntoro & Hariri, 2015:10), mengemukakan ciri-

ciri kebijakan publik yaitu sebagai berikut :

1.

Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan
daripada sekedar perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan,
melainkan tindakan yang direncanakan.

Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling
berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan
pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
Misalnya: kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat
Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula
keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan
pemberlakuannya.

Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah
dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu
diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.

Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif
kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang
dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk
yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam
masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat disebut kebijakan

publik apabila terdapat peraturan-peraturan yang mengatur. Suatu tindakan

disebut sebagai kebijakan apabila tindakan tersebut tidak semata-mata dilakukan
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hanya karena keinginan pemerintah saja melainkan merupakan suatu tindakan
yang terencana dan dilatarbelakangi oleh suatu isu atau permasalahan yang ingin
diselesaikan. Pelaksanaan tindakan tersebut akan diatur sesuai prosedur yang
berlaku dari awal perencanaan hingga pada tahap pelaksanaannya. Tindakan
tersebut diikuti oleh sikap melakukan sesuatu yang konkrit dalam mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan ataupun memilih untuk tidak melakukan sesuatu.
Tindakan tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan supaya setiap
tindakan yang dilakukan akan terus berkesinambungan dan terencana sampai
pada tahap implementasinya sehingga tindakan yang dilakukan dapat terarah,
terukur dan jelas pelaksanaannya bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan
secara acak dan kebetulan. Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah
untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat
yang menghasilkan produk kebijakan. Produk kebijakan tersebut bermacam-
macam bentuknya, menurut Abidin (2004:86), bahwa kebijakan publik dapat
dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat
(Undang-Undang), peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Sebagai
aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat, kebijakan dapat
berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan sasaran yang ingin
dicapai pada suatu waktu.

2. Distribusi atau alokasi sumber daya. Kebijakan ditujukan untuk
mengimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan antar daerah

dalam suatu negara.
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2.1.2

Redistribusi atau realokasi. Kebijakan ini merupakan perbaikan
kepincangan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan distribusi.
Pembekalan dan pemberdayaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk
memodali atau melengkapi masyarakat dengan sarana-sarana yang perlu
agar dapat berdiri sendiri.

Etika. Aturan-aturan moral berdasarkan kaedah-kaedah yang berlaku, baik
yang berupa aturan agama ataupun adat yang dapat dijadikan arah atau
pedoman bagi tindakan pemerintah.

Dari kelima bentuk kebijakan publik diatas, dapat dinyatakan bahwa
bentuk kebijakan publik berbeda-beda.Kebijakan publik tidak hanya
berupa peraturan-peraturan saja melainkan berupa tindakan atau program

yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2004:4), dilihat dari segi struktur,unsur kebijakan terdiri

dari unsur tujuan kebijakan, unsur masalah, unsur tuntutan (demand),unsur

dampak (outcomes), unsur sarana atau alat kebijakan (policy instrument).

1.

Unsur Tujuan Kebijakan

Sebuah kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai.Jika tidak
terdapat tujuan maka kebijakan tidak perlu dibuat.Maka dari itu, tujuan
menjadi unsur utama dari suatu kebijakan.Kebijakan yang baik tentunya
memiliki tujuan yang baik. Menurut Abidin (2004:4), Tujuan yang baik
minimal memenuhi empat kriteria yang diinginkan untuk dicapai, yaitu:

a. Tujuan yang diinginkan berarti pertama-tama dapat diterima banyak

pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai
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yang dianut banyak pihak dan kedua mewakili kepentingan mayoritas
atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat.
. Tujuan rasional merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif
yang diperhitungkan atas dasar kriteria yang relevan dan masuk akal.
Sisi lain dalam kaitan dengan kriteria rasional adalah realistis. Tujuan
biasanya ditetapkan setelah memperhitungkan kedudukan organisasi,
peraturan yang berlaku dan sumber daya yang dimiliki atau dapat
dikuasai.Sumber daya yang dimaksud disini adalah faktor-faktor
pendukung.Faktor-faktor pendukung dalam manajemen biasa disebut
dengan istilah 6M (man, money, material, machine, method dan
market).Faktor pendukung manajemen publik ini human resources,
finance, logistics, information, participation dan legitimation.
. Tujuan yang baik masuk akal (logis) dan mempunyai gambaran yang
jelas. Pola pikirnya runtun dan mudah dipahami langkah-langkah
mencapainya.Pengertian jelas disini tidak perlu mesti ditunjukkan secara
kuantitatif.Bagian terpenting yaitu orang dapat membedakan tercapai
tidaknya tujuan dimaksud setelah suatu jangka waktu tertentu.
. Tujuan kebijakan mempunyai orientasi kedepan. Ada tiga pengertian
tentang orientasi kedepan ini:
1) Tujuan kebijakan dimaksud menimbulkan kemajuan kearah yang
diinginkan atau berdasarkan angka-angka atau Kkriteria tertentu

terlihat peningkatan.
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2) Tujuan yang ingin dicapai dimasa depan itu terletak dalam suatu
jangka waktu tertentu, sehingga setelah suatu masa tertentu dapat
dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kebijakan itu.

3) Orientasi kedepan adalah ulet. Tujuan yang berada kedepan dalam
jangka waktu tertentu itu diukur dalam pengertian mencapai secara
terus menerus tanpa henti.

Suatu kebijakan tentu saja terdapat tujuan di dalamnya. Tidak ada
kebijakan yang tidak memiliki tujuan untuk dicapai. Melalui empat Kriteria
tujuan yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai yang dianut
oleh banyak pihak akan mempengaruhi suatu kebijakan. Karena jika suatu
kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dan bertentangan dengan
kepentingan mayoritas masyarakat akan menyebabkan kebijakan tersebut tidak
dapat diterima. Selain itu, suatu kebijakan harus memiliki tujuan yang
rasional. Maksudnya yaitu suatu tujuan harus masuk akal dan realitis. Tujuan yang
ingin dicapai dalam suatu kebijakan tentunya sudah memperhitungkan berbagai
aspek. Baik itu aspek yang mendukung tercapainya tujuan maupun aspek yang
akan menghambat pencapaian tujuan. Suatu tujuan tentunya harus dapat
digambarkan secara jelas, tidak mengambang dan mengarah kepada kepastian
pencapaian tujuan.Maka dari itu, perlu ditentukan kriteria untuk mengukur
peningkatan maupun kepastian dalam jangka waktu.Suatu tujuan dapat dikatakan
baik apabila sudah memenuhi kriteria yang telah dikemukakan diatas.

2. Unsur Masalah
Dalam sebuah kebijakan unsur masalah merupakan unsur yang sangat

penting. Jika terdapat kesalahan dalam menentukan atau mengidentifikasi
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masalah maka akan menyebabkan kegagalan total dalam seluruh proses
kebijakan. Jika suatu metode yang baik dilakukan untuk memecahkan
masalah yang tidak tepat maka tidak akan ada artinya.

. Unsur Tuntutan (demand)

Partisipasi merupakan salah satu indikasi dari masyarakat maju.Partisipasi
dapat berupa dukungan, tuntutan dan tantangan atau kritik. Tuntutan
muncul karena masyarakat merasa terabaikan kepentingannya dalam proses
perumusan kebijakan, sehingga masyarakat merasa dirugikan dan tidak
dipenuhi kepentingannya. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai
peluang ikut dalam proses perumusan kebijakan atau karena kalah dalam
persaingan antar berbagai kekuatan, meskipun jumlah mungkin tercapai
atau suatu masalah terpecahkan.

. Unsur Dampak (outcomes)

Dampak ditimbulkan dari tindakan yang telah dilakukan.Dampak timbul
sebagai pengaruh dari tercapainya tujuan.Dampak dapat bersifat positif dan
negatif. Besarnya dampak yang ditimbulkan dari setiap jenis kebijakan
susah diperhitungkan.Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi
yang cukup.Bisa saja data ada dilapangan pada tingkat lokal, tetapi tidak
ada data pada instansi tingkat nasional atau daerah. Sebab itu peran serta
masyarakat bawah dalam proses penyusunan dan penilaian suatu kebijakan
yang sangat penting. Selain itu dalam bidang sosial, pengaruh dari suatu
kebijakan susah dipisahkan dari pengaruh kebijakan lain. Maka dari itu

untuk menilai dampak dari suatu kebijakan perlu dilakukan pemisahan
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antar kelompok variabel yang diukur (control group) dengan kelompok
variabel yang tidak diukur (non control group).

5. Unsur Sarana atau alat kebijakan (policy instrument)
Pelaksanaan  suatu  kebijakan dilakukan dengan  menggunakan
sarana.Beberapa dari sarana ini antara lain: kekuasaan, insentif,

pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik
Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (dalam Winarno, 2008:32),
terdapat 6 (enam) tahapan, yaitu Tahapan Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi
Kebijakan, Tahap Adopsi Kebijakan, Tahap Implementasi Kebijakan, Tahap
Evaluasi Kebijakan.
1.Tahapan Penyusunan Agenda.
Pada tahap penyusunan agenda para pejabat menempatkan masalah pada
agenda publik.Tidak semua masalah dapat masuk ke dalam agenda
kebijakan. Setiap masalah akan disaring melalui proses seleksi agar dapat
masuk kedalam agenda kebijakan, sehingga hanya ada beberapa masalah
yang sudah lulus seleksi yang masuk ke dalam agenda kebijakan para
perumus kebijakan. Biasanya masalah akan dinilai dari tingkat
kepentingannya. Oleh sebab itu, akan ada masalah yang didahulukan untuk
menjadi fokus pembahasan dan dicari penyelesaiannya terlebih dahulu
sementara yang lainnya harus ditunda karena pertimbangan-pertimbangan
atau alasan-alasan tertentu.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

18



Pada tahap ini masalah yang sudah masuk ke dalam agenda kebijakan
selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah
tersebut kemudian diidentifikasikan dan selanjutnya akan dicari pemecahan
dan penyelesaian masalah yang sesuai dan terbaik. Akan ada banyak
alternatif atau pilihan kebijakan yang ada maka dari itu akan diseleksi dan
dipilih alternatif kebijakan apa yang dapat menjawab penyelesaian dari
masalah-masalah tersebut. Seleksi masalah pada tahap pembuatan agenda
kebijakan juga berlaku pada seleksi penyelesaian dari masalah yang sedang
menjadi pokok pembahasan. Pada tahap ini para aktor akan mengusulkan
berbagai pemecahan masalah yang terbaik namun tidak semua usulan akan
diterima melainkan akan dicari yang terbaik diantaranya.

. Tahap Adopsi Kebijakan

Pada tahap adopsi kebijakan, salah satu dari sekian banyak alternatif
kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan akan diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur

lembaga atau keputusan peradilan.

. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan adalah tahap dimana alternatif kebijakan
yang sudah diputuskan sebagai alternatif pemecahan masalah
diimplementasikan. Jika suatu program kebijakan tidak diimplementasikan
maka program tersebut hanya menjadi catatan-catatan elit saja dan pastinya
tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena tidak
diimplementasikan.  Implementasi  keputusan  program  kebijakan

dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah
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ditingkat bawah.Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit
administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.
Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana
(implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh
para pelaksana.

. Tahap Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang sudah dijalankan atau diimplementasikan akan dievaluasi
atau dinilai, agar dapat diketahui sudah sejauh mana kebijakan yang telah
dibuat mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah. Kebijakan publik
bertujuan untuk memberikan dampak yang diinginkan dan memecahkan
masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, akan ditentukan
ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik

sudah mencapai dampak yang diinginkan.

2.2 Implementasi kebijakan publik

Van Meter & Van Horn (dalam Suaib, 2016:81), merumuskan mengenai

proses implementasi sebagai “Those actions by publik or private individuals (or

groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy

decisions”. Makna dari perumusan tersebut menyatakan bahwa implementasi

mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun

swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan.Tindakan-tindakan tersebut

berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata

pada masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi fokus perhatian implementasi

kebijakan adalah memahami apa yang benar-benar terjadi sesudah suatu program
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dinyatakan berlaku.Pada studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi
bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-
keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran
birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Implementasi
kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan
dipecahkan. Maka dari itu, implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat
penting dari keseluruhan proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi maka
kebijakan tersebut hanya sekedar rencana tanpa adanya tindakan lebih lanjut dan

akan menjadi kesia-siaan belaka.

Menurut Lester & Steward (dalam Winarno, 2008 : 144), “Implementasi
kebijakan jika dipandang dari pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses
kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang
secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana sebagai
aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-
program”. Sore & Sobirin (2017:121), menyebutkan bahwa “Implementasi
kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik”. Suatu
program Kkebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau
tujuan yang diinginkan.Implementasi merupakan hal yang sangat penting. Suatu
kebijakan jika tidak implementasikan maka akan menjadi sia-sia. Perubahan
yang diinginkan tidak akan tercapai sehingga kebijakan tersebut tidak memiliki
arti. Disinilah letak pentingnya implementasi kebijakan itu sendiri. Masalah tidak

akan terpecahkan jika hanya sebatas merumuskan kebijakan akan tetapi tahap
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implementasi merupakan langkah selanjutnya dalam usaha pemecahan masalah
yang ada.lmplementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van
Meter & Van Horn (Hernawan & Patridina, Jurnal Sosial Humaniora , Vol 6, No.
2, 2015:95),bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang
memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi

pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan.
Implementasi kebijakan diharapkan akan mampu mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dan memberikan dampak dari proses implementasi
kebijakan tersebut. Dampak yang diinginkan tentunya diharapkan akan mampu

memecahkan permasalahan yang ada

2.2.1 Model — Model Implementasi Kebijakan

Dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai model-model implementasi
kebijakan menurut para ahli, yaitu model implementasi kebijakan Van Meter &
Van Horn, model implementasi Kebijakan George C. Edward Ill, model
implementasi kebijakan Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier.

1. Model Van Meter dan Van Horn
Van Meter & Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai
enam variabel. Variabel-variabel tersebut(dalam Mulyadi, 2016:70), yaitu
Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen

Pelaksana, Sikap/kecenderungan (disposisi) Para Pelaksana, Komunikasi
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Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial

dan Politik.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan realistis. Ketika standar
dan sasaran kebijakan tidak jelas maka akan sulit untuk merealisasikan
kebijakan tersebut. Selain itu, standar dan sasaran kebijakan yang jelas
dan terukur akan meminimalisir terjadinya interpretasi yang
menyebabkan terjadinya konflik.

b. Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung dalam
pelaksanaan kebijakan.Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia
dan sumber daya finansial. Sumber daya yang memadai akan
mendukung proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia dan
sumber daya finansial harus seimbang karena keduanya merupakan
aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sumber daya manusia
yang berkualitas tidak diiringi dengan sumber daya finansial yang
memadai maka akan menghambat proses implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan
bagi implementasi kebijakan.Termasuk didalamnya karakteristik para
partisipan yaitu mendukung atau menolak implementasi kebijakan. Jika
implementor mendukung pelaksanaan kebijakan, maka
implementorakan bertindak tegas dan menaati aturan dalam

melaksanakan kebijakan tersebut.
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d. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat
banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi
kebijakan publik. Disposisi pelaksana(dalam Mulyadi
2016:70)mencakup tiga hal penting, yaitu:
1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi
kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan;
3) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki
oleh implementor.
e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi
kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka
kesalahan asumsi akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula
sebaliknya.
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif maka hal
yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi, sosial
dan politik.Lingkungan eksternal dapat mendorong ataupun
menghambat keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan
sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi

penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
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2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward 111

Edward (dalam Indiahono, 2009: 31), menyatakan model implementasi

kebijakan yang terdiri dari empat variabel yang berperan penting dalam

mencapai keberhasilan implementasi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya,

Disposisi dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi, komunikasi yang baik dapat meminimalisir terjadinya
kesalahan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan
dapat dijalankan dengan baik jika adanya komunikasi yang efektif antara
pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Jika tujuan dan sasaran dari
program atau kebijakan disosialisasikan dengan baik maka kekeliruan
dalam pemahaman atas program atau kebijakan tersebut dapat dihindari.
Jika kelompok sasaran sudah memahami program atau kebijakan yang
akan dilaksanakan maka akan dapat meminimalisir terjadinya penolakan
dan konflik dalam proses implementasi program atau Kkebijakan
tersebut.

b. Sumber daya, sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya
manusia maupun sumber daya finansial akan mendukung setiap
kebijakan. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik dari segi
kuantitas maupun kualitas implementor yang dapat menjangkau seluruh
kelompok sasaran.Sumber daya finansial merupakan kecukupan modal
investasi atas sebuah program atau kebijakan pemerintah. Jika
implementor tidak memadai dari segi kualitas dan kuantitas maka akan
menyebabkan kebijakan menjadi berjalan dengan lambat dan seadanya.

Disisi lain, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program
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atau kebijakan, tanpa adanya dukungan finansial yang memadai,
program atau kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan efektif dan
efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

. Disposisi, merupakan karakteristik yang menempel erat kepada
implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor
yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan bertahan diantara
hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Jika implementor
memiliki komitmen yang kuat dan jujur maka akan membuat
implementor konsisten dalam melaksanakan program dan tetap berada
dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program.
Sikap tersebut akan menyebabkan tingkat kepercayaan kelompok
sasaran terhadap implementor semakin meningkat.

. Struktur birokrasi, struktur birokrasi merupakan bagian penting dalam
implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting,
yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.Mekanisme
implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standard
operating procedur (SOP) vyang dicantumkan dalam guideline
program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang
jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapa pun
karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor, sedangkan
struktur organisasi pelaksana sedapat mungkin menghindari hal yang

berbelit-belit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana
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harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar
biasa dalam program secara cepat.

Variabel dalam model yang dikemukakan oleh Edward tersebut saling
berkaitan satu dengan yang lain dalam hal mencapai tujuan dan sasaran program
atau kebijakan. Semuanya saling bersinergi dan satu sama lain akan saling
mempengaruhi. Misalnya, watak dari implementor kurang demokratis akan
sangat mempengaruhi proes komunikasi dengan kelompok sasaran.

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi
kebijakan ialah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi
tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.
Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori
besar (dalam Suaib 2016:97), yaitu:

a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.

b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat

proses implementasinya dan

c. Pengaruh langsung berbagai variabel-variabel politik terhadap

keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan
kebijakan tersebut.

Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dari
suatu kebijakan. Menurut Mazmanian & Sabatier, suatu masalah dapat
diselesaikan jika masalah tersebut tergolong mudah untuk dikendalikan. Jika
masalah tersebut tidak mudah untuk dikendalikan maka akan mempersulit proses

implementasi kebijakan. Mazmanian & Sabatier juga mengumukakan bahwa

27



variabel-variabel politik akan mempengaruhi dukungan tujuan yang terdapat

dalam keputusan kebijakan.

2.3 Pelayanan Pendidikan
2.3.1 Pengertian Layanan Pendidikan

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenubhi
kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen
itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada
saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi (Woro dan Naili, 2013:68).
Pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan
tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan
atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana proses yang terjadi
merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai
sifat yang tidak mengakibatkan peralinan hak atau kepemilikan, jasa bukan
barang melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.

Secara sederhana layanan pendidikan menurut Rambat dan Hamdani
(2006:5) bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa (service) itu sendiri
memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) sampai
pada jasa sebagai suatu produk. Sebelum lebih jauh membahas mengenai layanan
pendidikan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian jasa menurut
beberapa ahli, sehingga pembahasan ini dapat dipahami secara komprehensif.

Bentuk layanan menurut Sutisno (1985:65) yang ada dalam lembaga
pendidikan ada dua, diantaranya adalah :

1. Layanan pokok yaitu dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan

dengan pelayanan siswa di sekolah, dalam menjalankan tugasnya kepala
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sekolah dibantu oleh para personil professional sekolah yang dipekerjakan

pada sistem sekolah termasuk guru, pegawai tata usaha, tenaga di

perpustakaan dan laboratorium, dan personil pelayanan murid atau siswa.

2. Layanan bantu yaitu perubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti
yang kita alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peranan penting,
dengan memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan
sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat
memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau
tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana proses yang terjadi
merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa Yyang
mempunyai sifat yang tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
Jasa bukan barang melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.
2.3.2 Karakteristik Jasa Layanan Pendidikan

Pada dasarnya jasa adalah sesuatu yang diberikan oleh satu pihak
kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud dan tidak memiliki dampak
perpindahan hak milik. Jasa secara umum memiliki karakteristik utama sebagai
berikut (Alma, 2016:173):

1. Tidak Berwujud
Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan pengguna
jasa pendidikan tidak dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakan
hasilnya sebelum mereka mengkonsumsinya (menjadi subsistem lembaga
pendidikan). Untuk menekan ketidakpastian, pengguna jasa pendidikan

akan mencari tanda atau informasi tentang kualitas jasa tersebut. Tanda
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maupun informasi dapat diperoleh atas dasar letak lokasi lembaga
pendidikan, lembaga pendidikan penyelenggara, peralatan dan alat
komunikasi yang digunakan, serta besarnya biaya yang ditetapkan.
2. Tidak Terpisah
Jasa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga
pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan
dihasilkan dan dikonsumsi secara serempak (simultan) pada waktu yang
sama.
3. Bervariasi
Jasa pendidikan yang diberikan seringkali berubah-ubah. Hal ini akan
sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta di mana
disajikan jasa pendidikan tersebut.
4. Mudah Musnah
Jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu
atau jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak dapat dijual
pada waktu mendatang.
2.3.3 Bentuk Layanan Jasa Pendidikan
Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur
kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan
pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal terdiri
dari semua lembaga di dalam sekolah (seperti yayasan, program studi,
dan unit kegiatan siswa) dan para aktor yang berada di dalamnya (seperti

siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain). Stakeholder eksternal terdiri dari
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alumni, orang tua siswa pemerintah dan masyarakat umum. Bentuk layanan yang
ada dalam lembaga pendidikan ada dua, diantaranya adalah (Sutisno, 1985:65):

1. Layanan Pokok
Dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan pelayanan
siswa di sekolah, dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah dibantu oleh
para personil professional sekolah yang dipekerjakan pada sistem sekolah,
seperti guru, tata usah, fasilitas.

2. Layanan Bantu Prubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita
alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peranan penting, dengan
memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah.

2.3.4 Kualitas Layanan Lembaga Pendidikan

Kualitas layanan lembaga pendidikan tentunyan harus mampu
dipertahankan dan ditingkatkan karena pelanggan mengharapkan mendapatkan
suatu pelayanan yang baik bahkan melebihi yang mereka harapkan. Kualitas
layanan pendidikan merupakan sebuah keniscayaan untuk memenui kebutuhan
pelanggan akan pendidikan yang lebih baik.

Menurut Feigenbaum dalam Nasution (2001:16), kualitas adalah
kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Menurut Kotler,
kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan
atau yang tersirat. Menurut Tjiptono (2005:16) menyatakan bahwa service quality
adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan
penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan”. Dengan demikian,

ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa yang
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diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan/dipersepsikan (perceived
value).

Garvin (1984:2005) menyatakan lima macam perspektif kualitas yang
berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang menjelaskan mengapa
kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda dalam
situasi yang berlainan. Adapun kelima perspektif kualitas tersebut adalah
Pendekatan Transendental (transcentendal approach), Pendekatan berbasis
product (Product-based Approach), Pendekatan Berabasis Pengguna (User-based
Approach), Pendekatan berbasis manufaktur (Manufacturing-based Approach),

dan Pendekatan berbasis nilai (Value-based Approach).

32



BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam meneliti implementasi pelayanan
pendidikan masa pandemi covid-19 adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu
data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.
Menurut Sugiyono (2015:45) penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada
satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri,
bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan
dengan variabel dependen.

Arikunto (2010:67) mengemukakan penelitian deskriptif menggambarkan
“apa adanya” tentang suatu gejala atau keadaan. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. ~ Definisi Pendekatan
penelitian kualitatif menurut Moleong (2017:8) adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata — kata tertulis atau lisan dari yang dapat
diamati.

Mengapa penulis menggunakan metode deskriptif, karena dengan metode
tersebut memudahkan penulis dalam menyatukan data dan memecahkan masalah
yang sedang di teliti oleh penulis, dan memudahkan dalam menganalisis masalah
tersebut. Dengan adanya metode deskriptif pendekatan survei penulis dapat

mewawancarai secara langsung orang-orang yang bersangkutan terhadap
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kebijakan yang telah di tetapkan, dengan mencari tahu hal-hal yang bersangkutan

dengan masalah yang sedang di teliti.
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3.2 Kerangka Konsep Penelitian

Implementasi Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Covid 19 (George
C. Edward I11) :

- =

Pelaksanaan Belajar
dari Rumah dalam
Masa Darurat
Penyebaran Corona
Virus Disease (Covid-
19) terealisasikan ke
sekolah-sekolah serta
memiliki dampak
positif bagi
masyarakat.

1. Komunikasi, memberikan informasi secara detail ke sekolah-sekolah
mengenai Surat Edaran No 15 Tahun 2020 tentang belajar dari rumah.

2. Sumber Daya, Dinas pendidikan menginstruksikan anggotanya ke sekolah-
sekolah tentang pembelajaran daring yang diterapkan. Penggunaan media
daring bisa melalui aplikasi untuk membagi materi pelajaran dari guru ke

siswa sesuai Surat Edaran No 15 Tahun 2020 .

3. Disposisi, mengawasi pembelajaran daring di sekolah agar sesuai tujuan
pendidikan serta dilaksanakan evaluasi.

4. Struktur Birokrasi, penyusunan struktur anggota yang berperan penting
selaku pelaksana pendidikan selama pandemi.

o

Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

Gambar 2.1. Kerangka Konsep

35




3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep yang telah di
kelompokkan dalam sebuah variabel agar lebih mudah dan terarah, defenisi
konsep di maksud untuk merubah konsep—konsep yang berupa konstitusi dengan
kata-kata yang menggunakan perilaku dan gejala yang dapat di amati dan dapat
di tentukan kebenaran nyah oleh orang lain. Maka konsep-konsep yang berkaitan
dengan penelitian kali ini adalah:

1. Implementasi adalah penerapan dari ketentuan yang telah di tetapkan baik
berupa undang undang atau keputusan pemerintah itu sendiri ataupun
lembaga yang bersangkutan.

2. Pelayanan Pendidikan adalah produk jasa pendidikan yang merupakan
sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan siswa
yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan
produk fisik dimana proses yang terjadi merupakan interaksi antara pelayan

pendidikan siswa

3.4 Kategorisasi Penelitian
Kategorisasi menujukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel
penelitian sehingga di ketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam
penelitian ini adalah :
1. Komunikasi, yakni pemberian informasi secara detail ke sekolah-sekolah

mengenai pembelajaran daring.
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2. Sumber daya, yakni Dinas pendidikan menginstruksikan anggotanya ke
sekolah-sekolah tentang pembelajaran daring yang diterapkan. Penggunaan
media daring bisa melalui aplikasi untuk membagi materi pelajaran dari
guru ke siswa sesuai Surat Edaran No 15 Tahun 2020.

3. Disposisi, yakni mengawasi pembelajaran daring di sekolah agar sesuai
dengan tujuan pendidikan serta di laksanakannya evaluasi.

4. Struktur birokrasi, yakni penyusunan struktur anggota yang memiliki peran

penting dalam pelkasanaan pendidikan selama masa pandemi.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk
menjalin kerja sama dengan peneliti. Jumlah informan dalam penelitian ini
adalah 6 orang yang meliputi :

1. Nama : Rohayu Ningsih S.Pd,

Usia : 50 tahun

Jabatan : Kepala Sekolah SDN 050683 Tanjung Slamet
2. Nama : Gunawan S.Pd

Usia : 49 Tahun

Jabatan : Bendahara Kantor Dinas Pendidikan Padang Tualang
3. Nama : Amran S.Pd

Usia : 42 Tahun

Jabatan : Pengawas Sekolah
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4, Nama

Usia

Jabatan

5. Nama

Usia

Jabatan

6. Nama

Usia

Jabatan

7. Nama

Usia

Jabatan

:Yusufiyeni,S.pd

: 45 Tahun

: Wali Kelas

: Indah Lestari S.Pdi
: 30 Tahun

: Guru Agama Islam
: Kaharuin

: 40 Tahun

: Wali murid

: Pasyanto

: 47 Tahun

: Wali murid

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data
(Sugiyono, 2013:34). Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu,
pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di tempat
penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber

atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang
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menjadi objek penelitian. Wawancara dalam metode pengumpulan data dengan
menggunakan sejumlah pertanyaan yang tersusun. Percakapan dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
pewawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu
(Moleong, 2010:12). Sedangkan studi dokumentasi adalah salah satu metode
pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya
metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data

secara keseluruhan secara benar.

3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif. Maksudnya, setelah data terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan
diolah. Pengolahan data lebih banyak menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat
sebagai interpretasi dari data-data yang diolah. Adapun teknik analisa data yang
penulis ambil yaitu (Miles dan Huberman, 2014:78) :
1. Reduksi Data
Data yang didapat peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu peneliti perlu segera
melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu (Miles dan
Huberman, 2014).
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
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bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:34) yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman
(2014) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam
penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum pernah ada.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar 050683 Kecamatan Padang
Tualang Kabupaten Langkat. Penelitian ini akan di mulai dan dilaksanakan pada

bulan Oktober 2021-Desember 2021.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian
3.9.1 Visi,Misi dan SDN 050683
a. Tujuan Pendiikan
Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga Negara yang demokratis, seta bertanggung jawab.

b. Visi sekolah
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Menjadi sekolah terpercaya di nusantara untuk mencerdaskan anak
bangsa alam rangka mensukseskan wajib belajar.
Misi sekolah
Mengacu kepada visi sekolah diatas, maka misi yang akan dilaksanakan
aalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki
potensi di bidang imtek dan iptek
2. Mebentuk sumberdaya manusia yang aktif, kreatif
dan inofatif sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya
di masyarakat
D. Tujuan Sekolah
Sejalan dengan tujuan pendidikan dasar dalam peraturan pemerintah no
57 tahun 2001 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potendi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara, maka tujuan yang ingin di capai oleh SDN 050683 Tanjung
Slamet adalah sebagai berikut :
1. Untuk menjadi sekala yang bermutu, berakhlak

mulia dan selalu menanamkan rasa kekeluargaan

yang tinggi
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2. Untuk

3. 9.2 Struktur Organisasi Komite Sekolah

menempa peserta didik yang

cerdas,berwawasan luas dan berhlak mulia.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Komite Sekolah

KEPALA SEKOLAH

--------- KOMITE SEKOLAH

ROHAYU NINGSIH S.Pd

BENDAHARA SEKOLAH

WAGIYEM, S,Pd

OPRATOR SEKOLAH

NADILA AYU

GURU MATA PELAJARAN

WALI KELAS/GURU KELAS | KELAS
HELMA ANDAYANI S, S,Pd |
KAMSURYANA S,Pd I
M ULFAH SIREGAR S,Pd i
ROHANI NASUTION S,Pd v
YUSUFIYANI S,Pd v

VI

PAINO S,Pd

NURHABIBAH,S,Pd,|
SRI RAHAYU,S,Pd,|
INDAH LESTARI,S,Pd,|

BAYU HANDOKO, S,Pd
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data saat wawancara dalam bab ini menyajikan hasil
penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif
yaitu memperoleh data dengan wawancara secara langsung bersama narasumber
yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian di tarik kesimpulan. Hal
ini berfokus pada lokasi penelitian dengan narasumber yaitu Dinas Pendidikan
setempat, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Wali kelas dan Guru, serta Wali
Murid. Berdasarkan data yang di peroleh melalui wawancara dilapangan terhadap
narasumber dapat dikeolompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori
menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan
dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian

a. Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1 Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase

1 Laki-laki 4 57,145%

2 Perempuan 3 42,855%
Jumlah 7 100%
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Berdasarkan tabel datas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber
berjenis kelamin laki laki sebanyak 4 orang dengan presentase 57,145%
sedangkan 3 orang narasumber berjenis kelamin perempuan dengan presentase
42,855%.

b. Distribusi narasumber berdasarkan umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga
kelopok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun,
dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan ijelaskan frekuensi dan
presentase masing-masing kategori umum sebagai beriku :

Tabel 4.2 Distribusi narasumber berdasarkan umur

No. Umur Frekuensi Presentase
1 30-39 1 14.285%
2 40-49 5 71.428%
3 50-59 1 14.285%
Jumlah 7 100%

Berasarkan tabel diatas dapat ilihat bahwa narasumber berumur 30-39
tahun seimbang dengan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 1 orang atau

14.285%, dan umur 40-49 tahun dengan frekuensi 5 orang atau 71.428%.
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d. Distribusi narasumber berdasarkan jabatan

Tabel 4.3 Distribusi narasumber berdasarkan jabatan

No. Jabatan Frekuensi Presentase
1 Pegawai Negri Sipil 4 57,142%
2 Honor 1 14,285%
3 Wiraswasta 2 28,571%
Jumlah 7 100%

berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas nrasumber bekerja
sebgai Pegawai Negri Sipil dengan frekuensi 4 atau 57,142%, dan honorer
dengan frekensi 1 atau 14,285%, sedangkan wiraswasta dengan frekuensi 2 atau
28,571%

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi hasil wawancara berdasarkan Kategorisasi

Penelitian ini didasarkan kepada Surat Edaran No 15 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran
corona virus disease (covid-19). Berdasarkan Surat Edaran tersebut,
menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan harus tetap berjalan dengan mematuhi
beberapa aturan protokol kesehatan yang telah di tetapkan. Kegiatan belajar
mengajar jarak jauh yang telah menjadi kebutuhan di masa pandemi COVID-19
menemui sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Upaya mengatasi kendala
tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Di masa
pandemi pembelajaran tatap muka tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, pilihan

yang tersedia adalah pembelajaran jarak jauh. Namun, dalam pelaksanaannya di
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lapangan ada sejumlah kendala yang ditemui mulai dari kurangnya perangkat
hingga kesenjangan teknologi yang tidak bisa diatasi dalam waktu singkat.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa proses pembelajaran juga terkena
imbasnya. Secara rela maupun terpaksa proses pembelajaran harus menggunakan
metode yang luar biasa dari biasanya. Penekanan pembelajaran yang di luar jalur
kebiasaan ini, akan mengakibatkan shock therapy bagi komponen yang
berkecimpung didalamnya. Salah satu jalan keluar yang dapat memberi solusi
yaitu tetap mempertahankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya dengan
cara memperlakukan tatap muka secara daring, atau secara sadar semua
komponen dipaksa untu melakukan transformasi proses pembelajaran yang
berbasis internet.
1. Komunikasi

Komunikasi yang baik dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam
proses pemberian informasi ke sekolah-sekolah mengenai pembelajaran daring.
Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai
Dinas Pendidikan, Kepala sekolah SD 050683, Pengawas sekolah, Guru di
sekolah dan Wali murid dengan subjek pertanyaan yang sama. Hasil wawancara
kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang
Tualang yang berkaitan dengan komunikasi dinas pendidikan menerapkan
kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring yang di lakukan oleh
pihak sekolah pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa beberapa solusi
yang diberikan pemerintah tentang proses pembelajaran jarak jauh sesuai dengan

surat edaran No. 15 Tahun 2020. Dengan penggunaan dana untuk mensubsidi
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pembelajaran dengan kuota guru dan siswa supaya pihak sekolah bisa
melaksanakannya

Hal serupa mengenai menerapkan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan
pembelajaran daring juga dikatakan oleh Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu
Rohayu Ningsih S. Pd pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa solusi
yang diberikan tentang proses pembelajaran jarak jauh sesuai dengan surat edaran
No. 15 Tahun 2020 dengan mensubsidi pembelajaran dengan pemberian kuota

guru dan siswa supaya pihak sekolah bisa melaksanakannya dengan baik

Selanjutnya hasil wawancara kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak
Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 menyatakan tentang menerapkan
kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring yaitu kebijakan yang
diterapkan oleh dinas pendidikan tentang pembelajaran daring mengacu kepada
gugus perintah atau Edaran No. 15 tahun 2020. Informan lainnya yaitu Guru
Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd menjawab hal yang
serupa, Iia mengatakan bahwa Dinas pendidikan menerapkan kebijakan
pelaksanaan yang dilakuka pihak sekolah melalui surat perintah yang diberikan
oleh pemerintah kabupaten dimana mengacu pada surat edaran no. 15 tahun 2020
untuk memastikan semua siswa mendapatkan pembelajaran dari rumah (daring).
Pernyataan di atas juga didukung oleh wali murid yaitu Kaharuddin yang
mengatakan bahwa: Dinas pendidikan kebijakan pelaksanaan pembelajaran
daring mengacu pada surat edaran no. 15 tahun 2020 tentang kedaruratan situasi

covid 19
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Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan di atas dapat
diketahui bahwa dinas pendidikan telah menerapkan kebijakan untuk pelaksanaan
kegiatan pembelajaran daring yang di lakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan
cara melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan, bagian yang paling
penting ialah untuk memastikan semua siswa mendapatkan pembelajaran dari
rumah (daring) serta adanya tambahan penggunaan dana agar bisa mensubsidi
pembelajaran dengan pemberian kuota guru dan siswa supaya pihak sekolah bisa
melaksanakannya dengan baik.

Hasil wawancara selanjutnya kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku
bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang Tualang pada 9 Januari 2022
membahas cara dinas pendidikan memberikan pemahaman bahaya covid, serta
cara dinas mensosialisasikan pembelajaran daring, beliau mengatakan bahwa
memberikan atau mensosialisasikan masalah prokes yang ketat dan memberikan
bimbingan khusus tentang pembelajaran daring. Hasil wawancara selanjutnya
juga dikatakan oleh Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd
pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa memberikan, memberitahu dan
mensosialisasikan masalah prokes yang ketat dan memberikan bimbingan teknis

tentang pembelajaran daring.

Hasil wawancara selanjutnya kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak
Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 menyatakan tentang menerapkan
kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring, mengatakan bahwa
disosialisasikan melalui google meet dan zoom meeting serta dengan sosialisasi
dengan wali murid. Kemudian hasil wawancara dengan Guru Kelas atau Wali

Kelas yang bernama ibu Yusfiyani S,Pd. menjawab hal yang serupa yaitu bahaya
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covid 19 di sosialisasikan melalui zoom meeting atau melalui google meet dan
memberikan pemahaman bahaya covid 19. Sosialisasi pembelajaran daring
dilakukan melalui gruo zoom meeting, google meet dan grup WA. Hasil
wawancara dengan wali murid yaitu Kaharuddin pada tanggal 9 Januari 2022
yang mengatakan bahwa bahaya covid 19 disosialisasikan melalui kegiatan zoom

meeting.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan di atas dapat
diketahui bahwa cara dinas pendidikan memberikan pemahaman bahaya covid,
serta bagaimana cara dinas mensosialisasikan pembelajaran daring yaitu dengan
melakukan pensosialisasian melalui zoom meeting atau melalui google meet,
memberikan pemahaman sederhana bahaya covid 19 dan memberitahukan
pentingnya penerapan prokes yang ketat dimanapun terkhusus di sekolah. Disini
pihak sekolah diberikankan bimbingan khusus tentang pembelajaran daring.

Hasil wawancara membahas tentang komunikasi dinas pendidikan
terhadap penerapan pembelajaran daring mmenurut Bapak Gunawan, S.Pd selaku
bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang Tualang yang diwawancarai pada
tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa dalam hal ini dinas pendidikan pro
aktif dalam menyikapi pembelajaran daring dengan pihak sekolah. Hasil
wawancara yang sama juga dikatakan oleh Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu
Rohayu Ningsih S. Pd yang mengatakan bahwa dinas pendidikan aktif dalam

menanggapi pembelajaran daring dengan pihak sekolah terutama terhadap siswa.

Hasil wawancara selanjutnya kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak

Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 menyatakan tentang menerapkan
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kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring mengatakan bahwa
pembelajaran pada televisi lokal dengan para sumber guru-guru terbaik dan zoom
meeting. Hasil wawancara ditambahkan oleh Guru Pendidikan Agama Islam
yaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd menjawab hal yang serupa yaitu koordinasi yang
dilakukan dapat dilihat dari program pembelajaran daring yang dilakukan oleh
sekolah. Pembelajaran daring berlangsung dengan pemberian tugas dan materi
serta penilaian yang dilakukan dengan menggunakan grup WA. Hasil wawancara
kepada wali murid yaitu Kaharuddin yang mengatakan bahwa koordinasi yang
dilakukan yaitu dengan membuat program pembelajaran yang sesuai dengan

kegiatan pembelajaran secara daring.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dinas
pendidikan aktif melakukan koordinasi dengan pihak sekolah agar pembelajaran
dapat berlangsung dengan baik walaupun pelaksanaan pembelajaran secara
daring yaitu didukung dengan memberitahu bahwa adanya pembelajaran pada
televisi lokal dengan para sumber guru-guru terbaik, koordinasi yang terbatas
jadinya bisa dilakukan melalui zoom meeting dan grup WA, serta dengan
membuat program pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran

secara daring.

Dari uraian pernyataan-pernyataan diatas tentang komunikasi pemberian
informasi ke sekolah-sekolah mengenai pembelajaran daring dapat disimpulkan
bahwa dinas pendidikan telah menerapkan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan
pembelajaran daring dengan cara melaksanakan segala kebijakan yang telah
ditetapkan, memastikan semua siswa mendapatkan pembelajaran dari rumah

(daring) dan adanya tambahan penggunaan dana untuk pemberian kuota guru
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dan siswa supaya pihak sekolah bisa melaksanakannya dengan baik, selain itu
dinas juga memberikan pemahaman bahaya covid melalui zoom meeting atau
melalui google meet, memberikan pemahaman sederhana bahaya covid 19 dan
memberitahukan pentingnya penerapan prokes yang ketat dimanapun terkhusus
di sekolah. Dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah-
sekolah sejauh ini masih aktif, hal ini dibuktikan dinas pendidikan memberitahu
bahwa adanya pembelajaran pada televisi lokal dengan para sumber guru-guru
terbaik, koordinasi yang bisa dilakukan hanya melalui zoom meeting dan grup
WA.
2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan
kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya
finansial. Sumber daya yang memadai akan mendukung proses implementasi
kebijakan. Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah Dinas pendidikan
menginstruksikan anggotanya ke sekolah-sekolah tentang pembelajaran daring
yang diterapkan dan penggunaan media daring bisa melalui aplikasi untuk
membagi materi pelajaran dari guru ke siswa sesuai Surat Edaran No 15 Tahun

2020.

Hasil wawancara kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor
Dinas Pendidikan Padang Tualang terkait tentang sistem Dinas Pendidikan pada
tanggal 9 Januari 2022 memberikan penyeluruhan informasi ke pihak sekolah
terkait pembelajaran daring menurut mengatakan bahwa Dinas pendidikan dalam
hal daring masalah pembelajaran, jauh sebelumnya sudah memberikan informasi

masalah pembelajaran daring. Hasil wawancara selanjutnya dengan hal serupa
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juga dikatakan oleh Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd
mengatakan bahwa dinas pendidikan telah memberikan dalam hal daring masalah

pembelajaran sebelum sudah memberikan informasi tentang pembelajaran daring.

Kemudian hasil wawancara kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak
Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari mententang menerapkan kebijakan untuk
pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring yaitu mengatakan bahwa melalui
pengawas sekolah menyalurkan informasi kepada guru. Hasil wawancara kepada
Guru Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd menjawab hal yang
serupa, mengatakan bahwa melalui pengawas sekolah, dinas pendidikan
menyalurkan informasi pembelajaran daring. Hasil wawancara tersebut juga
didukung oleh wali murid yaitu Kaharuddin pada tanggal 9 Januari yang
mengatakan bahwa melalui pengawas sekolah dinas pendidikan menyalurkan
informasi terkait pembelajaran daring dari pihak pengawas sekolah melanjutkan

informasi tersebut ke sekolah binaan masing-masing melalui grup whatsaap.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sistem Dinas
Pendidikan memberikan penyeluruhan informasi ke pihak sekolah terkait
pembelajaran daring berupa pemberian informasi jauh sebelumnya adanya
ketetapan surat edaran mengenai informasi masalah pembelajaran daring,
informasi diberikan melalui pengawas sekolah, dinas pendidikan menyalurkan
informasi terkait pembelajaran daring dari pihak pengawas sekolah melanjutkan
informasi tersebut ke sekolah binaan masing-masing melalui grup WA. Hasil
wawancara kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor Dinas

Pendidikan Padang Tualang membahas mengenai kesiapan guru-guru dalam
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melaksanakan pembelajaran daring, mengatakan bahwa guru-guru semuanya
sudah siap untuk melaksanakan daring sesuai prokes.

Kemudian hasil wawancara kepada Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu
Rohayu Ningsih S. Pd mengatakan bahwa hampir 100 % guru-guru siap untuk
melaksanakan pembelajaran daring. Hasil wawancara selanjutnya wawancara
kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari juga
menyatakan tentang menerapkan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan
pembelajaran daring yaitu harus siap agar siswa tetap belajar. Hasil wawancara
kepada Guru Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd menjawab
hal yang serupa yaitu harus siap, karena guru memiliki kewajiban untuk tetap
memberikan pelajaran kepada siswa. Hasil wawancara terakhir kepada wali
murid pada tanggal 9 Januari 2022 yaitu Kaharuddin yang mengatakan bahwa

guru-guru siap untuk melaksanakan pembelajaran daring

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan di atas dapat
diketahui bahwa kesiapan guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran daring
yaitu bahwa seluruh guru sudah dan harus siap untuk melaksanakan daring sesuai
protokol kesehatan yang telah ditetapkan karena adanya kewajiban untuk tetap
memberikan pelajaran kepada siswa.

Hasil wawancara pada kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara
kantor Dinas Pendidikan Padang Tualang pada tanggal 9 Januari 2022
membahas mengenai upaya Dinas Pendidikan menyiapkan pelatihan untuk guru
dalam sosialisasi pembelajaran daring, mengatakan bahwa Dinas pendidikan
memberikan bimbingan dan pelatihan masalah pembelajaran daring dengan

mengumpulkan guru-guru sekolah. Hasil wawancara kepada Kepala sekolah SD
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050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd juga mengatakan bahwa pelatihan yang
diberikan yaitu dengan diadakannya kegiatan zoom meeting dan menghadirkan

narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Hasil wawancara selanjutnya kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak
Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 menyatakan menyiapkan pelatihan
untuk guru dalam sosialisasi pembelajaran daring mengatakan bahwa
menggunakan zoom meeting atau google meet. Kemudian hasil wawancara
kepada Guru Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd menjawab
hal yang serupa yaitu pelaksanaan melalui zoom meeting, google meet dan WA
grup. Hasil wawancara selanjutnya juga didukung oleh wali murid yaitu
Kaharuddin yang mengatakan bahwa pelatihan dilakukan melalui kegiatan zoom

meeting dan google meet.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa cara Dinas
Pendidikan menyiapkan pelatihan untuk guru dalam sosialisasi pembelajaran
daring yaitu dengan cara diadakannya pelatihan menggunakan zoom meeting
atau google meet dan menghadirkan narasumber yang bisa memberikan
pemahaman lebih kepada para pelaku pendidikan tentang pentingnya siswa tetap

belajar meski itu daring.

Dari uraian pernyataan-pernyataan diatas Dinas pendidikan telah
menginstruksikan anggotanya ke sekolah-sekolah mengenai pembelajaran daring
yang diterapkan dan penggunaan media daring bisa melalui aplikasi untuk
membagi materi pelajaran dari guru ke siswa sesuai Surat Edaran No 15 Tahun

2020, serta dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan dalam
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memberikan informasi secara menyeluruh ke pihak sekolah terkait pembelajaran
daring dengan cara memberikan ketetapan surat edaran mengenai informasi
masalah pembelajaran daring. Informasi tersebut diberikan melalui pengawas
sekolah, dilanjtkan dengan dinas pendidikan yang menyalurkan informasi terkait
pembelajaran daring dari pihak pengawas sekolah melanjutkan informasi tersebut
ke sekolah melalui grup WA, yang paling utama ialah guru, dimana harus
melaksanakan pembelajaran daring sesuai protokol kesehatan yang telah
ditetapkan karena meskipun daring siswa harus tetap belajar, kesiapan tersebut
didukung oleh pelatihan guru menggunakan zoom meeting atau google meet dan
menghadirkan narasumber yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam
sosialisasi pembelajaran daring
3. Disposisi

Disposisi  merupakan karakteristik yang menempel erat kepada
implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis, dalam hal ini
disposisinya lebih diarahkan ke sikap Dinas Pendidikan dalam mengawasi dan
mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran daring. Hasil
wawancara kepada Bapak Gunawan, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 selaku
bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang Tualang terkait tentang sikap Dinas
Pendidikan dalam mengawasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi
selama pembelajaran daring menurut mengatakan bahwa Dinas pendidikan
memberikan wewenang kepada pengawas untuk memantau pembelajaran daring.

Hasil wawancara Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd
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pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa melibatkan pengawas sekolah
untuk memantau pembelajaran daring yang dilaksanakan sekolah.

Kemudian hasil wawancara kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak
Amran, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 mengataan tentang menerapkan
kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring yaitu melalui
pengawas sekolah. Hasil wawancara kepada Guru Pendidikan Agama Islam yaitu
Ibu Indah Lestari, S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa melalui
pengawas sekolah. Hasil wawancara tentang pernyataan tersebut juga didukung
oleh wali murid yaitu Kaharuddin pada tanggal 9 Januari yang mengatakan

bahwa melalui pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas
memantau pembelajaran daring dengan memberikan wewenang dan melibatkan k
pengawas sekolah untuk memantau pembelajaran daring yang dilaksanakan
sekolah serta mengawasi segala penerapan pembelajaran daring baik di dalam
maupun di lapangan.

Pembahasan selanjutnya masih hambatan yang dialami oleh Dinas
Pendidikan selama penerapan pembelajaran daring, hasil wawancara Bapak
Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang Tualang pada
tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa jauhnya lokasi sekolah yang membuat
sulitnya penerapan pembelajaran daring. Solusinya agar guru-guru mendatangi
siswanya dalam pembelajaran daring. Hasil wawancara kepada Kepala sekolah
SD 050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd mengatakan hal yang sama yaitu

hambatannya tidak ada.
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Hasil wawancara kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak Amran, S.Pd
pada tanggal 9 Januari 2022 menyatakan tentang hambatan atau permasalahan
yang dialami ialah tidak ada. Hasil wawancara kepada Guru Pendidikan Agama
Islam vyaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd mengatakan bahwa hambatan selama
penerapan pembelajaran daring ialah Tidak ada. Hasil wawancara juga didukung
oleh wali murid yaitu Kaharuddin yang mengatakan bahwa hambatan tentang

pembelajaran daring ialah tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang
dialami oleh Dinas Pendidikan selama penerapan pembelajaran daring dan
solusinya ialah jauhnya lokasi sekolah yang membuat sulitnya penerapan
pembelajaran daring. Solusinya agar guru-guru mendatangi siswanya dalam
pembelajaran daring, namun bagi sekolah baik itu kepala sekolah, guru dan wali
murid hambatan itu tidak ada.

Setelah mengetahui tentang hambatan dan solusi yang dialami oleh Dinas
Pendidikan selama penerapan pembelajaran daring, hasil wawancara kepada
Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang
Tualang dibahas mengenai penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah, menurut mengatakan bahwa protokol
kesehatan pada hakikatnya sekolah sudah melaksanakan 5M. Hasil wawancara
juga dikatakan oleh Kepala sekolah SD 050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd

mengatakan bahwa protokol kesehatan yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 5M.

Hasil wawancara kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak Amran, S.Pd
pada tanggal 9 Februari 2022 mengatakan bahwa cukup baik dengan mematuhi

5M. Jawaban yang sama juga dikatakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam
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yaitu lbu Indah Lestari, S.Pd mengatakan bahwa protokol kesehatan di sekolah
menggunakan 5M. Hasil wawancara kepada wali murid yaitu Kaharuddin pada
tanggal 9 Januari 2022 yang mengatakan bahwa protokol kesehatan yang

diterapkan yaitu 5M.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan di atas dapat diketahui
bahwa penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di
sekolah-sekolah yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan
oleh sekolah yaitu 5M, seperti memaskai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. meski sudah lebih dari satu
tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti.
Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah.
Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi
mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa
negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pendoman dan protokol

kesehatan untuk menghadapi virus corona.

Dari uraian pernyataan-pernyataan di atas dinas pendidikan dalam
melakukan pengawasaan pembelajaran daring di sekolah telah sesuai dengan
tujuan pendidikan yaitu pelaksanaan evaluasi, hal ini dapat dikatakan bahwa
Dinas pendidikan sudah melakukan tugasnya dengan baik vyaitu dengan
memantau pembelajaran daring dan memberikan wewenang kepada pengawas
sekolah untuk memonitoring pembelajaran daring yang dilaksanakan, hambatan
yang dihadapi oleh dinas pendidikan yaitu jauhnya lokasi sekolah yang membuat
sulitnya penerapan pembelajaran daring dengan pemberian solusinya dengan

guru-guru mendatangi siswanya dalam pembelajaran daring. Hingga saat ini
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penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di sekolah-
sekolah yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh
sekolah yaitu 5M, seperti memaskai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan bagian penting dalam implementasi
kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan
struktur organisasi pelaksana, penyusunan struktur anggota yang memiliki peran
penting dalam pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi. Hasil wawancara
kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor Dinas Pendidikan Padang
Tualang pada tanggal 9 Januari 2022 mengenai peran gugus dalam pencegahan
covid 19 di sekolah-sekolah mengatakan bahwa gugus tugas pencegahan covid
19 tingkat sekolah dasar memberikan semprotan disinfektan di setiap ruang
sekolah dan depan sekolah. Hasil wawancara selanjutnya kepada Kepala sekolah
SD 050683 yaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd mengatakan bahwa peran Dinas
pendidikan dalam pencegahan covid 19 yaitu dengan cara selalui memberikan
informasi terbaru mengenai covid 19.

Hasil wawancara kepada Pengawas sekolah yaitu Bapak Amran, S.Pd
menyatakan peran gugus dalam pencegahan covid 19 di sekolah-sekolah yaitu
dengan memberi informasi atau arahan tentang covid 19. Kemudian hasil
wawancara kepada Guru Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Indah Lestari, S.Pd
pada tanggal 9 Januari 2022 mengatakan bahwa tentang peran gugus dalam
pencegahan covid 19 ialah selalu memberikan arahan ke sekolah mengenai

informasi tentang covid 19. Hasil wawancara kepada wali murid yaitu
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Kaharuddin pada tanggal 9 Januari 2022 yang mengatakan bahwa Dinas
Pendidikan selalu memberikan informasi terbaru mengenai covid 19”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bagaimana
peran gugus dalam pencegahan covid 19 di sekolah-sekolah dengan cara
memberikan semprotan disinfektan di setiap ruang sekolah dan depan sekolah,
selalu memberikan informasi terbaru mengenai covid 19 dan arahan ke sekolah.
Hasil wawancara kepada Bapak Gunawan, S.Pd selaku bendahara kantor
Dinas Pendidikan Padang Tualang pada tanggal 9 Januari 2022 mengenai
pembagian wewenang dan tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan dalam
penerepan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan ke sekolah-sekolah,
menurut mengatakan bahwa dinas pendidikan memberikan wewenang untuk
penerapan covid 19 di sekolah-sekolah. Hasil wawancara kepada Kepala sekolah
SD 050683 vyaitu Ibu Rohayu Ningsih S. Pd mengatakan bahwa pihak dinas
memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk mengelola pembelajaran

daring.

Selanjutnya hasil wawancara kepada Pengawas sekolah Bapak Amran,
S.Pd pada tanggal 9 Januari 2022 menyatakan menyiapkan pelatihan untuk guru
dalam sosialisasi pembelajaran daring yaitu pihak sekolah diberi fleksibilitas
untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di
masa pandemi. Jawaban yang sama dengan Guru Pendidikan Agama Islam yaitu
Ibu Indah Lestari, S.Pd mengatakan bahwa pemberian wewenang diberikan

sepenuhnya kepada kepala sekolah. Hasil wawancara, kepadawali murid yaitu
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Kaharuddin yang mengatakan bahwa wewenang pelaksanaan pembelajaran

daring dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bagaimana
dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab oleh Dinas Pendidikan dalam
penerapan pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan ke sekolah-sekolah
ialah dengan memberikan wewenang untuk penerapan covid 19 di sekolah-
sekolah, dan kemudian sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi.

Dari uraian pernyataan-pernyataan di atas mengenai penyusunan struktur
anggota yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan selama
masa pandemi dapat disimpulkan bahwa gugus tugas dalam pencegahan covid 19
di sekolah-sekolah dengan cara memberikan semprotan disinfektan di setiap
ruang sekolah dan depan sekolah, kemudian selalu memberikan informasi terbaru
mengenai covid 19 dan arahan ke sekolah dan pembagian wewenang dengan
memberikan tugas untuk penerapan covid 19 di sekolah-sekolah, dan kemudian
sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi.

4.3 Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi yang baik dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam
proses pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dapat dijalankan dengan
baik jika adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan

kelompok sasaran. Jika tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan
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disosialisasikan dengan baik maka kekeliruan dalam pemahaman atas program
atau kebijakan tersebut dapat dihindari. Komunikasi pemberian informasi ke
sekolah-sekolah mengenai pembelajaran daring berupa pelaksanaan segala
kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan semua siswa mendapatkan
pembelajaran dari rumah (daring) dan adanya tambahan penggunaan dana untuk
pemberian kuota guru dan siswa supaya pihak sekolah bisa melaksanakannya
dengan baik.

Selain itu dinas juga memberikan pemahaman bahaya covid melalui zoom
meeting atau melalui google meet, memberikan pemahaman sederhana bahaya
covid 19 dan memberitahukan pentingnya penerapan prokes yang Kketat
dimanapun terkhusus di sekolah. Dalam koordinasi yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan ke sekolah-sekolah sejauh ini masih aktif, hal ini dibuktikan dinas
pendidikan memberitahu bahwa adanya pembelajaran pada televisi lokal dengan
para sumber guru-guru terbaik, koordinasi yang bisa dilakukan hanya melalui
zoom meeting dan grup WA.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun
sumber daya finansial akan mendukung setiap kebijakan. Sumber daya manusia
adalah kecukupan baik dari segi kuantitas maupun kualitas implementor yang
dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran.Sumber daya finansial merupakan
kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan pemerintah.
Dinas pendidikan memberdayakan sumber daya dengan menginstruksikan

anggotanya ke sekolah-sekolah tentang pembelajaran daring yang diterapkan dan
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penggunaan media daring bisa melalui aplikasi untuk membagi materi pelajaran
dari guru ke siswa.

Sesuai Surat Edaran No 15 Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa peran
Dinas Pendidikan dalam memberikan informasi secara menyeluruh ke pihak
sekolah terkait pembelajaran daring dengan cara memberikan ketetapan surat
edaran mengenai informasi masalah pembelajaran daring, informasi diberikan
melalui pengawas sekolah, dinas pendidikan menyalurkan informasi terkait
pembelajaran daring dari pihak pengawas sekolah melanjutkan informasi tersebut
ke sekolah melalui grup WA, yang paling utama ialah guru, dimana harus
melaksanakan pembelajaran daring sesuai protokol kesehatan yang telah
ditetapkan karena meskipun daring siswa harus tetap belajar, kesiapan tersebut
didukung oleh pelatihan guru menggunakan zoom meeting atau google meet dan
menghadirkan narasumber yang dilakukan oleh dinas pendidikan dalam
sosialisasi pembelajaran daring.

3. Disposisi

Disposisi  merupakan karakteristik yang menempel erat kepada
implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh
implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang
memiliki komitmen tinggi dan jujur akan bertahan diantara hambatan yang
ditemui dalam program/kebijakan. Dinas pendidikan dalam mengawasi
pembelajaran daring di sekolah agar sesuai dengan tujuan pendidikan serta di
laksanakannya evaluasi, Dinas pendidikan melakukan tugasnya dengan baik yaitu
memantau pembelajaran daring dengan memberikan wewenang kepada

pengawas sekolah untuk memonitoriing pembelajaran daring yang dilaksanakan,
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hambatan yang dihadapi oleh dinas pendidikan yaitu jauhnya lokasi sekolah yang
membuat sulitnya penerapan pembelajaran daring dengan pemberian solusinya
dengan guru-guru mendatangi siswanya dalam pembelajaran daring. Hingga saat
ini penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di
sekolah-sekolah yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan
oleh sekolah yaitu 5M, seperti memaskai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan bagian penting dalam implementasi
kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan
struktur organisasi pelaksana sendiri. Struktur organisasi pelaksana harus dapat
menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program
secara cepat. Tentang penyusunan struktur anggota yang memiliki peran penting
dalam pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi, gugus tugas dalam
pencegahan covid 19 di sekolah-sekolah dengan cara memberikan semprotan
disinfektan di setiap ruang sekolah dan depan sekolah, kemudian selalu
memberikan informasi terbaru mengenai covid 19 dan arahan ke sekolah dan
pembagian wewenang dengan memberikan tugas untuk penerapan covid 19 di
sekolah-sekolah, dan kemudian sekolah diberikan fleksibilitas untuk memilih

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan dua hal yang menjadi inti dari permasalahan
yang penulis bahas,yaitu simpulan dan saran hasil penelitian.

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu

Implementasi Pelayanan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan

Surat Edaran No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari

Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)

menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.

Edward Il yaitu :

1. Komunikasi, Komunikasi pemberian informasi ke sekolah-sekolah mengenai
pembelajaran daring berupa pelaksanaan segala kebijakan yang telah
ditetapkan, memastikan semua siswa mendapatkan pembelajaran dari rumah
(daring), tambahan penggunaan dana untuk pemberian kuota guru dan siswa
supaya pihak sekolah bisa melaksanakannya dengan baik, memberikan
pemahaman bahaya covid melalui zoom meeting atau melalui google meet,
memberitahukan pentingnya penerapan prokes yang ketat dimanapun
terkhusus di sekolah, koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke
sekolah-sekolah dengan memberitahu bahwa adanya pembelajaran pada
televisi lokal dengan para sumber guru-guru terbaik, dan koordinasi yang bisa

dilakukan hanya melalui zoom meeting dan grup WA.
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2. Sumber daya, dinas pendidikan memberdayakan sumber daya dengan
menginstruksikan anggotanya ke sekolah-sekolah tentang pembelajaran daring
yang diterapkan, dinas Pendidikan dalam memberikan informasi secara
menyeluruh ke pihak sekolah terkait pembelajaran daring informasi diberikan
melalui pengawas sekolah, melanjutkan informasi tersebut ke sekolah melalui
grup WA, yang paling utama ialah guru, dimana harus melaksanakan
pembelajaran daring sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan karena
meskipun daring siswa harus tetap belajar, kesiapan tersebut didukung oleh
pelatihan guru menggunakan zoom meeting atau google meet.

3. Disposisi, Dinas pendidikan dalam mengawasi pembelajaran daring di sekolah
agar sesuai dengan tujuan pendidikan serta di laksanakannya evaluasi,
memantau pembelajaran daring dengan memberikan wewenang kepada
pengawas sekolah untuk memonitoring pembelajaran daring Yyang
dilaksanakan, hambatan yang dihadapi oleh dinas pendidikan yaitu jauhnya
lokasi sekolah yang membuat sulitnya penerapan pembelajaran daring dengan
pemberian solusinya dengan guru-guru mendatangi siswanya dalam
pembelajaran daring, penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan di sekolah-sekolah yaitu 5M, seperti memaskai masker, mencuci
tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

4. Struktur Birokrasi, pembagian wewenang dengan memberikan tugas untuk
penerapan covid 19 di sekolah-sekolah, dan kemudian sekolah diberikan
fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan

pembelajaran siswa di masa pandemi.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di atas maka penelitian ini menyarankan hal-hal

berikut :

1.

Bagi Dinas Pendidikan lebih memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi
saat ini dalam perumusan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Dengan
begitu pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan
hendaknya lebih gencar lagi memberikan dukungan terhadap peserta didik
dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi
Covid-19.

Bagi Sekolah atau Satuan Pendidikan hendaknya lebih memfasilitasi guru
dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran terutama pada
pelaksanaan pembelajaran daring seperti sekarang ini.

Bagi guru dapat lebih mengembangkan pembelajaran yang dapat membuat
kondisi belajar tetap efektif walaupun dilakukan dalam jaringan, lebih sering
berkomunikasi dengan peserta didik. Guru hendaknya lebih meningkatkan
kreativitasnya sebagai pendidik untuk menjadi guru yang lebih professional.
Bagi peserta didik lebih diberikan motivasi dalam belajar agar pada saat
pelaksanaan belajar melalui dalam jaringan peserta didik tetap memiliki
semangat yang tinggi dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas.
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